: :HL.;'::’{H}_;'.?_%_.Ta'm:'_'Ne;g:’a.ffa : o o -.: S - - 135 : '

KEDUDUE{AN BAN PERAW&N HUKUM Ta&'ﬁ'&
ﬁEGARA DAEAM ?EMBANG@NAM

JamEy Asshadd:qaa

Undang-Undang Dasar'l 945 dzsampmg me:ya».
 dihukum dasar- di bidang politik, juga men-
Jadz Jukum dasar bagi keizzdapan sosial, eko-
nomi dan kebudayaan. Hal ini berbeda dengan :
tradisi penuhsarz konstitust net’am-negam Erge
pa Barat dan ‘Amerika yang hanya memuat
materi-materi. bemzfm‘ politik; dalam konstitu-
sinya. Perbedaa:z ini disebabkar perzgaruh co-
rok penulzsan konstitusi negara-negara sosiakis
terhadap UUD 1945, Kedudukan dan peranan
Ilmu Hukum Tata Negare dolam pembangnn-
an Indonesia dapat dilihat dari berbagai kon-"
teks: per.?cembngan ilmu pengetahuan, pendi-* -
a‘zkaiz darz strultur kehzdupan Aemas yarakatarz.' >

Pendahuluan

"Hukum Tata Negara sebagai suatu cabang ilmu hukum, telah lama di-
kembangkan sebagai matakuliah dan dijadikan bahan diskisi di berbagai Fa-
kultas Hukum perguruan tinggi di Indonesia. Di banyak negara, ilmu Hukum
Tata Negara (Constitutional Law) juga berkembang sejalan dengan muncul-
nya era konstitusionalisme dalam kehidupan kenegaraan. Di Asia dan Afrika,
misalnya, setelah terjadinya proses dekolonisasi besar-besaran pasca Perang
Dunia Kedua, semua negara yang baru merdeka juga melengkapi pembentuk-
dnnya dengan suatu naskah konstitusi. Hal ini menyebabkan studi khusus
mengenai konstitusi itu di berbagai negara menjadi berkembang sejalan
dengan perkembangan kehidupan kenegaraan di lingkungan masing-masing.

* Disampaikan pada Kulish Perdana dalam rangka pembukaan perkuliahan Hmu Hukum Tata Negara
dan berbagai cabang malakuliah di lingkungan Hokum Taia Negara pada Fekultas Hukum Universitas
Indonesia. taneeal @ Pebruarl 1995 di Kampus U1 Depok, Jawa Barat.
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Di Indonesia, dalam rangka persiapan kemerdekaan sebuah negara ber-
daulatyang lepas dari penjajahan-bangsa asing, pada tahun:1945 yang lalu,
para tokoh-tokoh. pergerakdn nasional juga. memperszapkan suatu naskah kon«
stitusi yang kemudian kita kenal dengan Undang-undang Dasar 1945. UUD
1945 itu menjadi naskah hukum dasar bagi bangsa Indonesia untuk menata
kehidupan kenegaraan, dan bahkan seperti termuat dalam Pasal 31, Pasal 32,
Pasal 33 dan Pasal 34, Undang-Undang Dasar 1945 itu sebenarnya juga

‘menjadi hukum dasar bagi kehidupan sosial, ekonomi dan. kebudayaan di In-

donesia. Imiah yang antara lain membedakan konstitusi Republik Indo-nesxa_.;. o

itu e_ng_an Strad

bers;fat pohtlk dalam UUD-nya. Tradisi yang dianut Indonesia itu, sejauh
menyarwkut corak muatan yang diaturnya, nampak dipengaruhi oleh corak
penuhsan konstxtus; seperti yang lazim dapat ditemui di- lingkungan negara-
negara s sosmi ‘Bahkan, dalam bentuk yang paling ekstrim konstitusi-kosntitusi
negara—nevara komums memang juga bisa memuat ketentuan-ketentuan dasar
mengenai susunan. p()litlk susunan ekonomi dan sosial dari kehidupan ma-
syarakat dan rakyatnya yang diidealkan.untuk dibangun atas dasar pedoman
dan acuan normatif konstitusional rumusan Undang-Undang Dasar.

Oleh karena itu, memperbincangkan Hukum Konstitusi yang di Indone»
sia lazim disebut sebagai Hukum Tata Negara, dalam konteks studi dan pen-
didikan hukum, menjadi sesuatu yang niscaya bagi setizp sarjana hukum. Se-
tiap calon sarjana hukum harus memahami benar Undang-Undang Dasar ne-
garanya sendirl sebagai acuan dasar dari semua produk hukum yang harus
dipelajari. Bahkan, semua mahasiswa Indonesia yang sadar akan tanggung
Jawab sosial dan politiknya untuk menjadikan konstitusi sebagai suatu plat-
form dasar dalam mengambil peran dalam proses pembangunan negara dan
bangsanya, perlu memahami berbagai aspek mengenai konstitusi itu. Apa-
lagi, dalam Undang-Undang Dasar 1945 in, negara Republik Indonesia di-
sebut sebagai negara yang berdasar atas hukum (Rechtstaat ataupun The Rule
of Law). Konsekwensinya adalah segala perilaku manusia Indonesia dalam
konteks kehidupan bernegara mengambil kira akan adanya Undang-Undang
Dasar itu sebagai hukum dasar tempat mengacunya semua tindakan dalam
menata kehidupan bersama dalam masyarakat Indonesia yang adil dan ber-
adab sebagail konsep mengenai masyarakat sipil Indonesia (Indonesian civil
saciety).

Sehubungan dengan itu, kedudukan dan peranan IImu Hukum Tata Ne-
gara itu dalam konteks pembangunan di Indonesia, dapat kita lihat dari
berbagai segi, yaitu: (ay dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan, (b)
dalam konteks pendidikan, (c) dalam konteks penataan strukeur kehidupan

enulisan konstitusi di lingkungan negara-negara Eropa
Barat dan Amerika yang lazimnya hanya memuat materi-materi yang hanya
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kenegaraan dan kemasyarakatan yang sangat diperlukan dalam rangka pelem-.
bag,adn kehgdupan kemasyarakatan, kebazngsaan, kenegaraan dalam wadah.
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pema-
haman; ydnw komprehensif mengenai kedudukan dan peranan Hukum Tata
Negara inj penting agar para mahasiswa hukum sebagai calon sarjana hukum
dapat mengerti lingkup kegunaan Hmu ini bagi mereka di masa daiang
Bahwa Hukum Tata Negara di Indonesia dikembangkan sebagai suatu cabang
Almu hukum. ydnw demikian luas cakupannya, sehingga cakrawala pemikiran-
_yang :perln dikembangkan di dalamnya juga terbeniang luas, tergantung
bagaimana para mahasiswa dan sarjana hukum yang menggelutinya berplim :
dan bertindak dengan cabang ilmu Hukum Tata Negara itu. '

- Wamun, mengingat luasnya ketiga permasalahan tersebut dj atas, maka
pada kesempatan ini, tulisan ini hanya akan menyoroti mengena kedudukan
dan peranan Hukum Tata Negara dalam konteks penataan kehidupan kenega-
raan dan kemasyarakatan, Hat ini pun dalam tulisan ini hanya dikemukakan
prinsip dasarnya saja, terutama yang menyangkut perkembangan pengertian
mengenai cakupan muatan konstitusi yanpg berkait erat dengan keperluan
mengembangkan cakupan muatan materi studi dalam Hukum Tata Negara
sebagai ilmu pengetahuan hukum modern serta hubungannya dengan dasar-
dasar penataan kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan.

Penataan Kehidupan Kenegaraan
dan Kemasyarakatan

Hukum Tata Negara mempunyail peran penting dalam rangka penataan
kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan atas dasar sistem yang diacu
dalam konstitusi. Dalam konstitusi, diatur dasar-dasar penataan mengenai
kekuasaan negara, baik atas orang ataupun aias benda. Kekuasaan atas orang
dan atas benda itu sejak jaman Romawi Kuno sudah dibedakan melalui kon-
sep "imperium” versus “dominiwm”. "Doeminiun " merupakan konsep menge-
nai “the rule over things by the individuals” sedangkan "imperium” meru-
pakan konsep mengenai “the rule over ail individuals by the prince”. !

Perbedaan ini terus dikembangkan dalam sejarahk sampai sekarang, bah-
kan dilembagakan dalam studi ilmu hukum melatui pembedaan antara konsep
hukum publik dan hukum privat. Kedua bidang hukum ini dikembangkan de-

! Baron de Montesquisy, L'Esprit des Lois Book XX VI, Chapter 15, 1748, dalam Morris R. Cohen,
Op, Cit,, hal, 4148,
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ngan objek yang terpisah satu sama lain. Hukum publik menyangkut kepen-
tingan umum, sedangkan hukum privat berkaitan dengan kepentingan perse-
orangan. Seperti dikatakan oleh Montesquieu, dengan hukum publik (poli-
tical law), kita memperoleh kebebasan {liberty); sedangkan dengan hukum
perdata (civil), kita memperoleh hak milik {praperry). Keduanya, menurt
Montesquieu tidak boleh dicampuradukkan dan dikacaukan saty sama lain,
" we must not apply the principles of one to the other”, katanya.? :

¢ Akibatnya, bersamaan dengan berkembangnya gagasan kedaulatan rak-
yat di Eropa, maka pengertian demokrasi atau kedaulatan rakyat itupun
memperoleh tekanan hanya pada aspek politiknya saja. Inilah yang dikatakan
oleh Hatta sebagai perkembangan gagasan kedaulatan rakyat yang berjalan
tidak senonch.” Rakyat dipahami hanya berdaulat di bidang politik, sedang-
kan nasib mereka di bidang ekonomi diserahkan kepada keuletan dan kemau-
an masing-masing pribadi untuk bekerja keras serta berkompetisi dengan
sesamanya. Kemyataan bahwa ada di antara mereka yang miskin atau tidak
berhasil, itu semata-mata karena kesalahan mereka sendiri. Inilah prinsip-
prinsip yang dijalankan sistem demokrasi liberal dimana setiap manusia
dianggap bertanggung jawab untuk dan atas dirinya sendiri,

Pandangan seperti ini, sejalan dengan berkembangnya gagasan konsti-
tusionalisme modern, mempengaruhi proses perumusan konstitusi di banyak
negara barat. Masalah susunan sosial dan ekonomi rakyat dianggap sebagai

“urusan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan negara. Kegiatan
manusia dibagi secara diamteral antara yang bersipat publik dan privaat,
dimana negara hanya mengurus soal-soal publik. Karena itu, susunan sosial
dan ekonomi masyarakat tidak mendapat tempat dalam naskah konstitusi. Hal
ini, selanjutnya mempengaruhi pula sistem hukum yang dijabarkan dari sum-
ber konstitusi itu, dimana hukum publik dan hukum privaat dipisahkan men-
Jjadi dua dunia yang sama sekali terpisah satu sama lain.

Dalam berbagai teks konstitusi negara-negara barat’, seperti di AS®,

® Ihid.

*DR Tahun t No. [, hal. 2.

* Albert Blaustein & Gisbent Flanz (ed), Constitntions af the Countries of the World, Oceasna, Dobbs
Ferry, NY, dengan suplemen edisi Mei [1991; atauw A.J. Peaslee, Constimtions of Narions, Vol. 1M,

Martinus Nijhott, The Hogue, 1968,

* David P. Currie, The Constitutions of the United States: A Primer for the People, The University
of Chicage Press, Chicago-London, 1988,
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Peranc;s ‘Belanda’, ‘Swiss®, Austria’, Belgium®, Denmark, Fm.ian— -
dia*?;’ Irlancha” Luxembnrg“‘ dan “sebagainya, kecendrungan serupa ini’
jelas terlihat. ‘Soal bagaimana susunan sosial ekonomi masyarakat harus di-
atur; sama sekali tidak dicantumkan dalam konstitusi karena dianggap bukan
merupakan aktifitas negara. Kecendrungan demikian ini juga terlihat dalam
konstitusi negara-negara ‘Asia seperti Jepang'®, semuanya tidak menymg—'i- :
gung soal. sistem perekonimian. Kalaupun ada aspek perekonomian yang di-
muat dalam ketentuan’ konstitusi-konstitusi itu, hal ity hanya berkenaan -

' -denoran kewajlban pajak dan ketentuan mengenai sistem’ keuangan dan ang-."... .

garan negara seperti terlihat dalam UUD Singapura. % Sedang mengenai sis-
tem sosial dan ekonoml masyarakat sama sekah tldak diatur oleh konstitusi--
konstitusi itu.

Sebahknya konstltum negara- negara eks Um Sovyet” RRC¥, Viet-

¢ Peaslee, Op. Cit., hal. 312-329.

" Terakhir diubah tahun 1963, Albert Blaunstein & Gisbert H. Flanz, Op.Cir., Amos Peaslee,
Op. Cit., hal. 652-684, )

8 Konstitusi Swiss, terakhir divbah tzhun 1964, Blaunstein, Op.Cir.; Peaslee, hal. 932-962; dan
Prajudi, Op. Cit. :

? Konstitusi Austria, terakhir diubah tahun 1964, Amos J. Péaslee, Ibid., hal. 24-70.
® Kopstitusi Belgium, terakhir diubah tzhun 1921, Amos J. Peaslee, Ibid., hal. 76-91.
H Konstitusi Denmark 1953, Ibid., hal. 253.264.

2 Konstitust Finlandia, terakhir diubah tahun 1957 Ibid., hal. 271-286.

¥ Wonstitusi Irlandia, terakhir diubah tahun 1621, Ibid., hal. 463-404.

* Konstitusi Luyicemburg, terakhir diubah tahun 1956. Ibid., hal. 554-364,

1S Konstitusi Jepang, Ibid., juga lihat Prajudi Atmosudirdjo dkk (ed.), Ghalia Indoresia, Jakaria,
1987.

' Konstitusi Singapura, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, Ibid.
17 Konstitusi Sovyet, 1986, Ibid.

18 95 octtdiie: DTN 100 fhed
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nam-;..Cekoslovakia®, Bulgaria®, Syira®, Iran® -dan bahkan Repu'
Federdi J ermdn“‘ (sebeium beroabunc dengan Jerman Timur), memuat ke

tentuan mengenai aspek sosial dan ekonomi ini. Pada umumiya. kOHSt]tUSl_:
negara-negara komunis, memuat ketentuan mengenai tata sosial dan ekonomi.
ini. Selain Tegara-negara komunis, negara-negara yang tercatat menc,antum- _
kan ketentuan. mengenai hal ini dalam konsmusmya hanya beberapa negara .
saja, .antara lain yaitu Republik Islam Iran® yang memang memiliki UUD,
yang ‘agak khas di zaman . modern sekarang ini. UUD terakhir ini, dapat di-
anggap sebagai "penyimpangan” dari kecendrungan umum negara-negara ba- .
gian barat dimana konstitusinya biasanya hanya memuat ketentuan- -ketentuan -
yang menyangkut soal-soal politik. E

Namun demikian, terlepas dari adanya penyimpangan ini, yang ]elas-
terlihat adanya kecendrunuan bahwa negara-negara Eropa Timur pada
umumnya mencantumkan ketentuan mengenai tata sosial dan ekonomi ini se-
cara tegas dalam konstitusinya. Sedangkan dalam konstitusi negara-negara
Eropa Barat, pada umumnya tidak memuat soal kekuasaan negara di bidang
ekonomi itu dalam konstitusinya. Hal ini, sebenarnya, dapat dihubungkan
dengan cara berpikir masyarakat Eropa Timur yang bersifat sosialistis atau
karena adanya faktor ideologi negara yang komunistis, yang anti liberalisme
dan individualisme ekonomis. Sedangkan masyarakat Eropa Barat sangat
mengagungkan paham liberalisme dan individualisme, sehingga secara politik
Semua warganegara mempunyal otonominya sendiri-sendiri dan secara eko-
nomis kehidupan mereka tidak terlaly memikirkan atau menuntut peranan
negara. Malahan, pada mula perkembangannya, paham ini justru menghen-
daki peranan negara sekecil mungkin.

Dalam kaitannya dengan ketentuan mengenai tata sosial dan percko-
nomian itu, timbul pertanyaan sejavhmana hal itu menunjukkan dianutnya

" Konstitusi Vietnam, 1987, Thid,

* Konstitusi Cekoslovakia, 1960, 1987, Ihid.

¥ Konstiwisi Bulgaria, 1987, Ibid,

= Konstitusi Syira, 1987, ibid,

* Konstitusi Republik islam Iran, 1987, fbid.

* Konstitesi Republik Federal Jerman, 1987, 7hid.

¥ Konstitugi Repubtik Islam Tran, Thid.
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.pengertian bahwa kedaulatan itu tidak saja meliputi kedaulatan politik, tetapi
juga dari ekonomi sekaligus. Benarkah negara-negara Eropa Barat, pada
Umum'nya, menganut pengertian bazhwa kedaulatan itu hanya menyangkut pe-
ngertian politik. Sedangkan negara-negara Eropa Timur, pada umumnya,
memahami bahwa pengertian kedaulatan itu meliputi pula dimensi yang ber-
" sifat ekonomis. Untuk menyebut beberapa contoh, berikut ini dapat diperban- -
-'dindkan struktur atan susunan dari kedua jenis konstitusi tersebut di atas,” -
- Konstitusi-konstitusi jenis pertama, yaitu yancf tidd]\_ memuat gagasan menge—'
'--nas susunan sosial dan ekonomi; mxsalnyd -

1}  Susunan konstitusi AS terdiri dari 26 pasal, tanpa bab. Tak satupun di
antara ke-26 pasal itu ya.m7 mengatur mengenai susunan sosial dan:
ekonomi masyarakat AS.®

2} Susunan konstitusi Republik Federal Jerman (sebeium bersatu dengan
Republik Demokrasi Jerman):™

Bab I { Hak-Hak Asasi.

Bab 11 . Federasi dan Negara-Negara Bagian (Laender)
Bab 1 : Parlemen Federal {Bundestag)

Bab IV i Dewan-Dewan Negara Bagian (Bundesrat)
Bab V S Presiden ‘Federal

Bab VI : Pemerintah Federal

Bab VI : Kekuasaan Legislatif Federasi

Bab VHI ; Eksekusi UU Federal dan Administrasi Fedral
Bab Viila : Tugas-tugas bersama

Bab IX :  Administrasi Kehakiman -

Bab X :  Keuangan

Bab X1 :  Keadaan Bahaya

Bab Xl :  Ketentuan-Ketentuan Peralihan dan Kesimpulan.

3} Susunan Konstitusi Swiss:™
Bab | : Ketentuan-Ketentuan Umum
Bab 11 : Kekuasaan Federal

* David. P. Currie, The Constittion of the United States: A Primer for the People, Op. Cit., hal, 95-
116,

¥ Prajudi Atmesudirdio dkk. {ed.), Konstiiusi Republik Federal Jerman (Jerman Barat), Op. Cit.
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1. Sidang Federal
oA, Dewan - Nasional : .
B. Dewan Negara
C. Kekuasaan Sidang Federal
Il. Dewan Federal
- dIf. Konsulat Federal
- IV. Pengadilan Federal
e o V. Ketentuan Lain-lain
‘Bab il : Perubahan Konstitusi Federal
Ketentuan Peralihan

Susunan Konstitusi Jepang:*

Bab 1 : Kaisar

Bab I . Penolakan Terhadap Perang

Bab III :  Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban Rakyat
Bab 1V ¢ Diet

Bab V : Kabinet

Bab VI ©  Kehakiman

Bap VII » - Keuangan

Bab VIII . Pemerintahan Daerah

Bab [X :  Perubzhan-Perubahan Undang-Undang
Bab X  Undang-Undang Tertinggi

Bab X1 :  Peraturan-Peraturan Pelengkap

Susunan Konstitusi Singapura:®

Bab | :  Pendahuluan

Bab II ¢ Republik dan Konstitusi

Bab ilI :  Perlindungan Terhadap Kedaulatan Republik
Singapura

Bab 1V :  Kemerdekaan/Kebebasan Fundamental

Bab V :  Pemerintahan

Bab VI : Kekuasaan Legislatif

Bab VII : Dewan Kepresidenan untuk Hak-Hak Minoritas

Bab VIII : Kekuasaan Yudikatif

Bab IX :  Pelayanan Umum

¥ Konstitust Jepang, Op. Cir.

KR T
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Bab X --.:'I\%Wdl‘"dﬂé“él‘dan

Bab:X1 o 'Kétentuan tentanﬂ heuanvan -
Bab X1 :Kekuasaan® I\husus untuk Menghadapi Kekuatan :
o Subversi S
Bab XIII* % Ketentuan-Ketentuan Umum

- ‘Bab XIv ‘ _=Ketentuan Ketentudn Peralihan

Dari susunan bau;an dan bab-bab konstltus:»konstims'idi atas, dapat'diketahﬁi' b

adanya kecendrungan umum bahwa UUD negara-negara non sosialis/komu-.

:'n:s tidak “memuat ketentuan mengenai struktur sosial-ekonomi. Kecenw i

drungan seperti terliat di hampir semua negara barat non-komunis maupun
di negara-negara Asia, Afrika-dan Amerika Latin yang banyak dipengaruhi
oleh negara-negara barai seperti Perancis, Inggeris, Belanda dan AS.™
Sebaliknya, UUD negara-negara sosialis-komunis selalu mencantumkan
ketentuan mengenai struktur sosial ekonomi itu menjadi corak khasnya.
Kecendrungan demikian itu, terl;hdt mxsa!nya dalam konstitusi-konstitusi
berikut ini: -

1) - Susunan Koustitusi eks Uni Sovyet:™
I. Dasar Sistem Sosial dan Politik URSS

Bab 1 : Sistem Politik

Bab 1l . Sistem Ekonomi

Bab I . Perkembangan Sosial dan Kebudayaan
Bab 1V : Politik Luar Negeri

Bab V : Pertahanan Tanah Air Sosialis

II. Negara dan Individu

Bab VI :  Kewarganegaraan URSS, Persamaan Hak
Warga Negara
Bab VII : Hak-Hak, Kebebasan-Kebebasan dan
Kewajiban-Kewajiban Utama Warga Negara
URSS
[l Struktur Nasional Kenegaraan URSS
Bab VIII 1 URSS Negara Uni

¥ Di kawasan Pasifik, misalnya banyak sekali negara yang konstitusinya dipengaruhi olech Knstitusi
AS. F.E. Cameron (ed.), The Influence of the U.S. Constitwiion on Pacific Nations. The Foundation for
the 21st Century Kapalua Pacific Center, 25-26 September, 1967,

® Atmosudirdjo dkk (ed.} Konstitusi Sovier, Op.Cir.
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Bab [X : Repubhk Uni Soviet Sosialis
Bab X : - Otonomi Republik Soviet Sosialis Otonom
o <Bab XI-. . .t Daerah.Otonom dan Distrik Otonom

IV. Soviet Perwakilan Rakyat dan Prosedur Pemilihannya - -

Bab XilI - Sistem dan Prinsip-prinsip Kegiatan Dewan-
Dewan (Soviet) Perwakilan Rakyat
oo Bab XTI 2.+ Sistem Pemilihan j
o .-B’ib XIV : -_: Wak;i Rakyat
V.o Badcm Badan Temnggl Keixuasaan Negara dan Pemerintahan URSS
+ Bab XV : - Soviet (Dewan) Tertinggi URSS
Bab XVI : - Dewan Menteri URSS

V1. Prinsip-Prinsip Dasar Struktur Badan-Badan Kekuasaan Negara dan
' Pemerintahan Republik-Republik Uni

Bab XVII . Badan-Badan Tertinggi Kekuasaan Negara dan
Pemerintahan Republik Uni

Bab XVIII' :  Badan-Badan Tertinggi Kekuasaan Negara dan
Pemerintahan Republik Otonom

Bab XIX . Badan-Badan Kekuasaan Negara dan

Pemerintahan Setempat
VIL.Peradilan, Arbitrase dan Kejaksaan
Bab XX :  Peradilan dan Arbitrase
Bab XXI : Kejaksaan
VIHII.Lambang, Bendera, Lagu Kebangsaan, dan Ibukota URSS
IX. Kekuasaan Hukum UUD URSS dan Prosedur Pengubahannya

2). Susunan Konstitusi Vietnam:®

Bab | » Sistem Politik Republik Vietnam

Bab II . Sistern Ekonomi i
Bab III : Kebudayaan, Pendidikan, llmu dan Teknologi .
Bab IV : Pertahanan Tanah Air Sosialis

Bab V : Hak dan Kewajiban Dasar Warga Negara

Bab Vi . Majelis Nasional

* Konstitusi Vietnam, Qp. Cit.
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Bab VH : Dewan Negara

Bab VI . Dewan Menteri (Kahinet)

Bab IX : Dewan-Dewan Rakyat dan Komite-Komite Rakyat

Bab X . Pengadilan Rakyat dan Komisi Pengawas Rakyat

Bab XI . Bendera Nasional, Lambang Negara, Lagu Nasional -

_ dan Ibukota Nasional o
~Bab XlI :  Kekuatan Hukum Konstitasi dan Prosedur untuk '

‘Mengamankan ‘Konstitusi

3). Sustnan Konstitusi Cekoslovakia:*
Bab I : Tata Sostal
Bab Il - - Hak-Hak dan Kewajiban Warga Negara
Bab HI, IV,
V-dan VI:  (dihapus)

‘Bab VII : Komite-Komite Nasional
Bab VIII . Pengadifan-Pengadilan dan Kejaksaan

Bab 1X ; Ketenruan-Ketentuan Umum dan Akhir

4)." Susunan Konstitusi Bulgaria:®

Bab 11 . Hak-Hak Dasar dan Kewajiban Warga Negara
Bab IV © Majelis Nasional
Bab V : Majelis Negara
Bab Vi : Dewan Menteri (Pemerintah)
Bab Vil : Majelis Rakyat
Bab VIII :  Pengadilan dan Penuntut Umum
‘Bab IX . Lambang, Cap Resmi Negara, Bendera, Tbukota

~Bab X : Pembuatan dan Perubahan Konstitusi

5). Susunan Konstitusi Syria:*
BAGIAN PERTAMA: Landasan-Landasan Dasar

Bab 1 : Landasan-Landasan Politik

Bab Il : Landasan-Landasan Perekonomian

Bab II :  Landasan-Landasan Pendidikan dan Kebudayaan
Bab IV . Kebebasan, Hak dan Kewajiban Publik

¥ Konstisust Cekoslovakia, Op. Cit.

¥ Konstitust Bulgaria, Op. Cit., 1987,

* Konstitsi Syria, Op. Cir., 1987,
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BAGIAN KEDUA: Kekuasaan-Kekuasaan Negara

Bab | © Kekuasaan Legislatif

Bab II : .-Kekuasaan Eksekutif
IR (1) Presiden Republik
SRS - (2) Kabinet
Bab 11 : Kekuasaan Kehakiman (Judicial)
cat i (1) Hakim dan-Jaksa
(2) Pengadilan Tinggi Konstitusional

BAGIAN KETIGA: Perubahan Undang-Undang Dasar
BAGIAN KEEMPAT: Ketentuan Umum dan Ketentuan Peralihan

Cara pandang bangsa-bangsa Eropa Timur dan negeri-negeri sosialis
tentang kedaulatan yang meliputi aspek ekonomi itu, sebenarnya tumbuh
sebagal reaksi terhadap tradisi Eropa Barat yang menganggap kedaulatan itu
hanya bersifat politik. Dalam sejarah, dapat ditelusuri bahwa paham sosia-
lisme dan komunisme Eropa memang berkembang sebagai reaksi teriiadap
liberalisme dan individualisme Eropa Barat. Jadi, wajarlah jika hampir
semua konstitusi negara Eropa Timur yang memuat ketentuan mengenai tata
ekonomi yang mereka cita-citakan. Karena, menurut Stefanovich dalam tra-
disi yang berkembang di lingkungan negara-negara sosizlis, Hukum Tata
Negara dipandang sebagai suatu keseluruhan aturan hukum yang mencer-
minkan dan mengatur prinsip-prinsip penting, baik mengenai pemerintahan
maupun mengenai struktur sosial masyarakatnya,>

Khusus untuk lingkungan benua Eropah, misalnya, perbedaan lingkup
muatan isi dari kedua tipe konstitusi ini sangat jelas terlihat, sehingga
konstitusi negara-negara Eropah dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelom-
pok pertama dapat disebut konstitusi politik (political constitution) seperti
teriihat dalam UUD negara-negara Perancis, Belanda, Belgia, Austria, Swiss,
Cyprus, Yunani, Denmark, Finlandia, Islandia, Irlandia, Luxemburg, Mona-
co dan Liechtenstein. Sedangkan kelompok kedua terlihat dalam konstitusi
negara-negara USSR., Bulgaria, Cekoslowakia, Albania, Italia, Byelorussia
dan Hongaria yang dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (economic

7 Stefanovich, Ustavio Prave FNR Jugostavije i Kompararimo, 1956, dalam Istan Kovacs, New
Elemetits in the Evelution of Socialist Constitntion, Akademi Iizdo, Budapest, 1968, hal. 72. "... the
wiality of the rules of law "which represent and bring under regulation the essential principles of the
governmental and social structure”.
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_ consntunon) dan bahkan konstitusi sosial (secial constitution).

Dari ‘kedua kelompok “itu, -dapat diketahui bahwa semua negara yar.lg"

-m_e_ngan_ut _-adeologi-ko_mums, selalu. mempunyal UUD dengan tipe kedua;

yaitu‘tipe konstitusi-ekonomi dan bahkan sosial. Artinya, selain berfungsi -

‘sebagal ‘hukum dasar bidang politik, konstitusi negara-negara komunis.jtu =
juga-berfungsi sebagai hukum dasar i bidang gkonomi dan bahkan sosial. .
Tetapi, tidak semua negara yang mempunyai UUD jenis ini adalah negara.

komunis. Italia, misalnya, bukanlah negara komunis. Demikian. pula dl_' :

“beberapa negara non-komunis:Asia, konstitusi sosial ini juga dapat dijumnpai. ..

UUD, Taiwan (Cina . Ndsz@nahs), Syira dan Kuwait, misalnya -~ mesk:pun
bukan :negara komunis -- dapat dikategorikan sebagai konstitusi sosial.

‘Bahkan, diadopsinya gagasan sosialis sepertid dalarn UUD kerajaan Kuwait,

sama sekali juga tidak ada-hubungannya dengan gagasan sosialisme, karena
Kuwatit sendiri bukan negara sosialis (kanan), apalagi komunis (sosialis Kiri).
Karena itu, seperti dikemukakan di atas, lebih aman untuk mengatakan
bahwa UUD tipe kedua ini sebagai konstitusi sosial dimana di dalamnya
terdapat ketentuan dasar mengenai susunan politik dan sekaligus susunan
ekonomi dan bahkan susunan sosial. Tetapi, adanya sifat sosial dalam UUD
Kuwait dan Taiwan yang bukan negara sosialis ataupun komunis itu, tetap
menunjukkan bahwa cita-cita sosialisme turut berpengaruh dalam peru-
musannya. Karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam gagasan modern menge-
nai kedaulatan rakyat, sejak awal abad ke-20 berkembang pemikiran bahwa
rakyat tidak hanya berdaulat di bidang politik tetapi juga di bidang ekonomi.

Dalam hubungan ini, menarik untuk dikemukakan pendapat seorang
sarjana Soviet, V.F. Kotok mengenai lingkup isi UUD Uni Soviet yang
menurutnya mengatur mengenai dua ketentuan dasar, yaitu kedaulatan rakyat
Soviet (termasuk soal dasar dari kedaulatan itu) dan badan-badan kenegaraan
Soviet yang merupakan wahana dengan mana kedaulatan rakyat itu dijamin
dan diwujudkan.” Pendapat Kotok ini mencerminkan pandangan dasar yang
dianut oleh negara-negara yang memiliki konstitusi sosial tersebut di atas
mengenai lingkup ketentuan yang harus dimuat dalam UUD. Karena, negara-

¥ Mengenai konstitusi-konstitusi int lihat Albert Blaustein & Gisbert H. ¥lanz {ed.), Op. Cir.

#® Kotok, On the System ef the Science of Soviet Constittional Law, SGP, 1959, No. 6, hal. 70,
dalam Istvan Kovacs, fbid, hal. 42. Meaurutnya, konstitusi Soviet tahun 1936 mengatur dua ketentuan
dasar: "(a) the sovereignty of the Soviet People (including the economic basic of the sovereignty of the
Soviet people, the class composition ...; {b) the agencies of the Soviet state are the carries of the
sovereign power and are calied 10 safeguard the sovereignty of the Soviet people and the soverzign
independence of the Soviet nations”.
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negara jenis ini semuanya mengklaim mendasarkan diri kepada paham kedau-
latan rakyat. Kuwait sendiri meskipun negaranya berbentuk kerajaan, tetapi
secara formal di dalam konstitusinya diakui bahwa kedaulatan ada di tangan
rakyat: Begitu pula dalam UUD Taiwan, Syria, Italia dan negara-negara
sosialis maupun komunis, kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Rakyat
tidak-hanya berdaulat di bidang politik, tetapi juga di bidang ekonomi.. o
‘Memang ada kritik terhadap pandangan ini seperti yang dikemukakan
‘oleh:Istvan Kovacs, seorang sarjana Hongaria, dan juga olek Kravisov,
“seorang.sarjana. Soviet. Kovacs cenderung pada.pendapat Kravtsov-yang
mengelompokkan lingkup isi UUD negara-negara sosialis menjadi dua, yaitu
"therules governing the social order” dan "the rules governing the
governmental organization”.® Jadi, menurutnya yang diatur dalam UUD
itu, selain soal organisasi pemerintahan bukaniah kedaulatan rakyat, tetapi
pada pokoknya adalah susunan sosial masyarakatnya. Istvan Kovacs sendiri
cenderung pada pandangan Kravstov yang berpendapat bahwa soal hak dan
kewajiban warga negara Jebih berkaitan dengan soal kepribadian daripada
soal kedaulatan rakyat. Karena itu, menurutnya materi konstitusi Soviet
selain mengenai organisasi negara itu lebih berkaitan dengan soal susunan
daripada soal kedavlatan rakyat.*

Namun, tanpa bermaksud untuk turut terlibat dalam perdebatan di antara
ketiga sarjana aliran sosialis di atas, sebenarnya kedua kelompok pendapat
ini tidaklah berbeda secara prinsipil. Memang benar bahwa prinsip-prinsip
yang diatur dalam UUD negara-negara sosialis tersebut di atas meliputi
ketentuan mengenai susunan sosial dan politik. Akan tetapi, konsep mengenai
susunan sosial (termasuk susunan ekonomi) dan politik itu, berkaitan erat
dengan asumsi dasar bahwa keduanya merupakan perwujudan dari gagasan
kedaulatan rakyat. Rakyat dianggap berdaulat, baik di bidang politik maupun
di bidang ckonomi dan sosial. Gagasan kedaulatan rakyat yang meliputi
kedua bidang ini, kemudian diorganisasikan sedemikian rupa melalui

* Menurutoya: "The two principal scopes are (a) the rules governing the social order, here included
the civie rights and duties, and (b) the rules governing the governmental organization”, [bid.

# Oleh Kovacs dinystakan: " am ... an agreement with Kravstov’s remark that the opinion advanced
by Kotok necessarily relegated 10 the background refations of the ¢ivie rights and duties which are
associaled with the personality of the cilizens rather than with popular sovercignty, It is for this reason
that the subject-matter of the first prineipal scope s here atached o the category of the social order and
not that ol popular sovereignty. The dispule has not yet been setiled. Yet whatevar the last word wili be,
it remains the merit of Kolok that he was the first to attempt s definition of the principal scopes as
probiems of primary signilicance {rom consideration of the whole system of a constitwtion”, fbid,, hal,
143,
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'mekamsme I\dt,mbd“ddl’} pemerintahan negara sebagai  saluran riarl '
pelaksanaan kedaulatan rakyat itu. Karena itu, dengan kata lain UUD sosialis
itu mencakup ketentuan ‘dasar mengenai susunan sosial dan mengenat
susunan organisasi negara, St,pem yang dikemukakan oleh Kravisov mdupun :
Kovaus tersebut di atas. :
~‘Pandangan yang berkembang di kalangan sarjana sosialis ini, menawar- -
kan purspekiit vang tidak lazim dalam studi hukum tata negara pada umum:
‘nya, dan karena itu cukup ‘menarik untuk dnadxkan bahan perbandingan

dalam’ ranﬁka memahami’ gagasan-gagasan ‘yang berkembang di Indonesia. SO

Setldak txdaknya dari kutipan dan uraian di atas dapat diketahui m}]wa
ternyata secara konseptual pembahasan mengenai cakupan pengertian gagasan
kedaulatan rakyat dalam bidang politik dan ekonomi, memang telah berkem-
bang di kalangan ahli hukum tata-negara sosialis. Karena itu, UUD 1945
yang juga menganut gagasan kedaulatan rakyat dengan cakupan makna poli-
tik‘dan ekonomi seperti dikemukakan dalam bab terdahulu, merupakan feno-
mena yang juga lazim terjadi di lingkungan negara-negara sosialis.
Kecendrungan untuk mengartikan konsep kedaulatan mencakup aspek politik
maupun sosial-ekonomi, muncul sebagai reaksi terhadap berbagai kelemahan
yang timbul karena perkembangan demokrasi Liberal yang dikritik oleh Hatta
sebagai perkembangan yang tidak “senonch’.*

‘Dengan demikian, tidaklah rasional untuk membatasi cakupan makna
kedaulatan rakyat sebagai konsep kekuasaan tertinggi, hanya dalam bidang
politik saja. Karena, baik aspek poltik maupun aspek ekonomi, secara
potensial, dapat saja menjadi objek kekuasaan. Politik, ekonomi, ataupun
sosial, “tidak lebih daripada “atribut’ belzka dari objek kekuasaan. Dalam
konsep -klasik mengenai hak milik, objek pemilikan dapat berupa benda
ataupun ‘manusia. Orang yang memiliki benda milik tertentu, memiliki
kekuasaan (ekonomi) atas benda itu, seperti halnya orang yang memiliki
budak, mempunyai kekuasaan (politik) atas budak yang dimilikinya. Begitu
juga hubungan atasan-bawahan dalam pengertian otoriter, meskipun derajat
hubungannya lebih tunak dibandingkan antara tuan dan budak, tetapl atasan
dalam pengertian tradisional mempunyai kekuasaan dan kewenangan tertentu
terhadap bawahannya. Karena itu, dalam hubungan dengan gagasan
kedaulatan rakyat, dapat dikatakan bahwa bidang ekonomi maupun politik
sama-sama merupakan kategori dari objek kekuasaan yang dimiliki rakyat,

Seperti dikemukakan di atas, dalam tradisi Romawi, keduanya memang
dipisahkan. Tetapi, dalam tradisi Yunani pembedaan keduanya tidak dikenal,

42 174014 IR Noa 1/l hal
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Baik ‘imperium’ maupun ’dominium’ menyatu dalam konsep Yunani
mengenal  kekuasaan.®  Artinya, pembedaan ini semata-mata karena
kebutuhan = praktis — yang dalam perkembangan sejarah  kemudian
dilanggengkan melalui proses pelembagaan sedemikian rupa, sehingga orang
tidak lagi mengenal bahwa pada mulanya keduanya berasal dari satu konsep
yang sama. Karena itu, dalam kaitannya dengan kebutuhan sekarang,
sekurang-kurungnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pemisahan kedua
konsep ini, dapat saja dipersoalkan kembali. Apa lagi, dalam perkembangan
studi hukum dewasa ini, pemisahan yang kaku antara hukum perdata versus
pidana, atau antara hukum privaat versus hukum publik sudah tidak lagi
dapat dipertahankan secara mutlak sebagaimana sebelumnya.* Konsep
kedaulatan itu sepatutnya dipahami kembali secarz utuh dalam  arti
mencakup, baik dalam dimensinya yang bersifat politik maupun ekonomi.
Dalam hubungannya dengan paham kedaulatan rakyat, yang harus dikuasai
oleh rakyat tidak hanya aspek politik dari kehidupan bernegara, tetapi juga
sumberdaya ekonomi. Sehingga, yang disebut demokrasi atau kedaulatan
rakyat itu secara lengkap sebenarnya meliputi pengertian demokrasi politik
maupun ekonomi. Artinya, yang menjadi subjek kedaulatan yang dipegang
sang "Sovereign", dapat meliputi subjek di bidang potitik, yaitu individu-
individu manusia ataupun kesejuruhan individu yang menjadi subyek hukum
dalam suatu negara, dan dapat pula meliputi objek hak milik ekonomis.
Sehingga, di samping berdaulat secara politik, rakyat pemegang kedaulatan
itu juga berdaviat datam ekonomi. ,

Pengertian demikian inilah yang melahirkan konsepsi mengenai
demokrasi ekonomi dan politik di zaman sekarang, yang pada masa
menjelang kemerdekazan Indonesia sudah dibahas secara luas oleh tokoh-
tokoh pergerakan. Soekarno sendiri mempergunakan istilah demokrasi politik
dan demokrasi ekonomi untuk menyebut gagasan kedaulatan rakyat yang
ingin dikembangkan dalam rangka Indonesia merdeka.* Gagasan inilah
yang kemudian dirumuskan menjadi pokok pikiran UUD 1945, Tidak jelas,

“ibid., hal, 65-67.

* limly  Asshiddigie, Bentnk-bentuk Pidana dalam Tradisi fsiam dan Relevansinva Dalam
) 4 )
Pembaharuan Hukum Pidana di Mdoresia, tesis $-2, Fakulias Pasca Sarjana Bidang Hmu Hukum,
Umiversitas indonesia, Jakarta. 1988,

* Sockarno dalam Di Bawah Bendera Revolusi Jitid 1, mengenal demokrasi politik + demokrasi
chomomi = demorasi sosial yung djadikan konsep dasar perumusan demokrasi dalam UUD 1945,
Karangan ini berasal dart "Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi®, FR. No. 18 Tahun L 28 Oktober
1932, hal, 2-3 yang disambung delam No. 19 Tahun I, 4 Nopember 1837, hal. 3.



Huk.mn_-.fam Negara-. -~ '-15.».1 =

apakah justru Soekarnolah yang pertama kali menggunakan istilah-demokrasj -
ekonomi dalam literatur politik dan hukum. Sebetulnya, Hatta sendiri hanya
menggunakan istifah kedaulatan rakyat bidang ekonomi®® sebagai antitesis
gagasan kedaulatan rakyat bidang politik. Tetapi, baik Soekarno maupun
Hatta pada pokoknya mempunyai maksud: vang sama yaitu melakukan
kombinasi kreatif terhadap paham-demokrasi liberal yang sedang mengalami
krisis dengan gagasan-gagasan kolektivisme baru yang juga sedcmg popuier .
d1 Eropah sendiri; terutama atas pengaruh aliran sosialisme.*’ \ :

Sebe}um Soekdmo dan Hdtta 1st11ah demokram pohnk dan demokram :
kedaulatan rakyat, belum banyak dlbdhaS daiam tuhsan sarjana liberal barat
tentang kedaulatan rakyat. Tulisan-tulisan tentang demokrasi ekonomi yang
jelas-jelas menggunakan istilah demokrasi ekonomi, baru muncul sekitar
paruh ‘ketiga abad ke-20 seperti dari Martin Carnoy dan Derek Shearer
(1980),% Geoff Hodgson (1984), Robert Dahl (1985)° dan lain-lain.
Tulisan lain, umumnya tidak secara jelas memakai istilah ini, meskipun
bermaksud mengemukakan hal yang sama terutama atas pengaruh aliran
sosialisme ‘modern. Kecendrungan seperti ini dapat ditemukan, misalnya
dalam karya-karya para ahli seperti Brian Barry (1970)" Arthur Brittan
(1977), Fredreick Hayek (1973)," Michael Poole (1986),* Anthony

“ Bandingkan FR No. I8/1, Ibid, dengan wlisan Halla yang justu lebih dulu darpada Seekarno,
dalam DR. Edisi No. ] Tahun |, 20 September 1931, hal. 2

7 lihat wlisan Hatta dalam DR edisi No. 1 Tahun I, 20 September 931, hal. 2, dalam DR. Neo. 12
Tahun H, 14 Januari 1932, hal. 2-3 teatang "Demokrast Asli Indenesia dan Kedaulatan Ra’jal™, alau
dalam tulisan-tulisan lainnya yang tersehar.

“ Martin Carnoy and Derek Shearer, Econamic Democracy. The Chalienge of the 1980, Sharpe,
New York, 1980,

® Geolf Hudgson, The Democratic Econany: A New Look At Planning, Markets and Power, Penuin
Books, 1984,

* Robert Dahl, 4 Preface 1o Econamic Democracy, The University of Chicago Press, Chicago, 1956,
* Brian Barry, Socielagists, Economists and Democracy, Collie-MacMillan, Londos, 1970.
% Arthur Brittan, The Privatised World, Roulledge & Kegan Paul, London, 1978.

* Fredreick Hayek, Economic Freedom and Representative Government, 1973,
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Downs-(1957)* dan sebagainya, termasuk dalam karya tokoh berpengaxuh
sepertl Joseph Schumpeter (1943).%

- Munculnya corak sosial-ekonomi dalam konsep kedaulatan rakyat ini,
berkaltdn dengan munculnya aliran sosialisme dan koasep "welfare state’ di
' Eropah Kegiatan sosial-ekonomi yang sebelumnya dianggap sebagai kegiatan

privat tiap pribadi rakyat di luar jangkauan fungsi negara, berubah menjadi
bagian_dari lingkup -tanggung : jawab negara kesejahteraan. Akibatnya,
pandangan mengenai lingkup materi yang harus dicakup dalam kosntitusi pun
mengalamiperubahan. UUD, yang dalam tradisi negara- negara Eropah barat
“dan Amerika, hanya bers;fdt politik berkembang menjadi konstitusi sosial
danekonomi seperti yang terlihat dalam UUD negara-negara sosialis.
Perkembangan ini terutama terjadi setelah munculnya pengaruh sosialisme
terhadap perumusan UUD, dimulai dengan perumusan UUD Uni Soviet
tahun  1936.”7 Sejak itu, selain memuat ketentuan mengenai Ssusunan
kenegaraan, materi UUD negara modern juga dimuat ketentuan dasar
mengenai susunan sosial dan ekonomi masyarakat.

- Sebagai -akibat dari itu, maka cakupan muatan dalam %eharusnyd
dikemhangkan dalam studi ilmu Hukum Tata Negara tidak hanya membahas
mengenai dasar-dasar penataan politik dari kelembagaan negara, tetapi juga
penataan sosial dan ekonomi yang diidealkan dalam suatu masyarakat
dicakup dalam materi studi Hukum Tasta: Negara modern itu. Dengan
perkataan lain, kedudukan dan peranan Hukum Tata Negara dalam
pembangunan di zaman modern sekarang ini sebenarnya telah mengalami
perluasan makna apabila dibandingkan dengan tradisi sebelumnya. Hukum
Tata Negara sebagai Hukum Konstitusi, selain perlu dikembangkan sebagai
ilmu yang membahas mengenai aspek kelembagaan dan mekanisme hubungan
antar lembaga-lembaga negara serta antara negara dengan rakyat atau warga

* Michael Poole, Towards A New fdustrial Demacracy, 1956,
* Anthony Downs, An Econcmic Theory of Demaocracy, Harper and Row, New York, 1957,

# loseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, George Allen & Unwin, London,
(19435 1961,

* Aliran sosialisme ini juga berpengaruh teshadap perumosan Konstitusi Liberal. Tetapi berbeda dari
konstitusi sosialis yang mengembangkan gagasan keduulatan rakyat, pengaruh sosialisme terhadap
konstitusi negara-negara liberat terithal datam perluasan pengertian mengenai HAM yang dirumuskan
dalam konstitusi-kenslitusi liberal itu, sehingga mencakup dimensinya yang bersifat sosial-ekonomi dan
budaya seperti yang tercermin dalam kovenan-kovenan yang ditztapkan oleh PBB setelah Pernyataan
Umiim Hak Asasi Manusia tahun 1948,
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negara, juga perlu dikembangkan sebagai ilmu hukum yang mempelajari
‘mengenai hukum. dasar  yang memuat ‘aturan-aturan-dasar mengenai tata
kehidupan politik, sosial-dan ekonomi dari suatu negara dan masyarakat.
Sebagai akibat lebih lanjut, maka sudah waktunya bagi para mahasiswa dan
para ahli Hukum Tata Negara untuk menyadari tentang pentingnya perluasan
wawasan mereka dalam memahami- ‘Hukum Tata Negara sebagai suatu
cabang 11mu hukum yang membutuhkan dukungan banyak cabano 1lmu yarxg :
_.lam : . :

L K;esimpulan

: Demikianlah makdiah sederhana ini disampdxkdn dengan’ harapan
hendaknya para_ mahasiswa dapat tergugah dan terdorong untuk terus
mempelajari dan bahkan mendalami studi Hukum Tata Negara sebagai salah
satu cabang ilmu hukum. yang sangat penting dalam proses pembangunan
bangsa dan negara kita sejak dulu, kini dan bahkan di masa-masa mendatang.
Hukum Tata Negara itu sebagai salah satu cabang ilmu hukum demikian luas
cakupan ‘materi yang lazim dibahasnya, dan bahkan dalam konteks Hukum
Tata Negara Indonesia Iebih luas lagi karena tradisi pemuatan materi
konstitusi kita, yaite UUD 1945 memang lebih luas dibandingkan dengan
tradisi penulisan konstitusi seperti yang lazim dilakukan di berbagai negara
barat. UUD 1945 selain dapat disebut sebagai konstitusi publik (political
constitution), juga merupakan konstitusi ekonomi (economic constitution) dan
bahkan konstitusi sosial (social constirution), Dengan demikian, ilmu vang
mempelajari konstitusi itu pun menjadi cabang ilmu hukum yang lebih luag
dari tradisi Hukum Tata Negara di kalangan negara-negara barat itu.
Persoalannya kemudian bagaimana para sarjana hukum Indonesia di masa
mendatang dapat lebih berperan dalam upaya mengembangkan studi Hukum
Tata Negara ini di Indonesia.

Orang yang mengajar dan mendidik dirinya
lebibh pantas dibormati dari pada orang yang
mengajar dan mendidik orang lain.






